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Abstrak 
Koperasi Simpan Pinjam adalah salah satu jenis koperasi yang mempunyai kegiatan utama 
menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada Anggota Koperasi. Tujuan 
dari penelitian ini untuk mengetahui proses perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi 
Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang Widodaren Kabupaten Ngawi, peraturan yang 
berlaku, hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta tanggung jawab hukum apabila salah 
satu pihak melakukan kesalahan dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut. Metode 
pendekatan merupakan pendekatan normatif, dimana akan meneliti asas-asas hukum dan 
kaidah-kaidah hukum dari peraturan yang ada yang berkaitan dengan perjanjian pinjam 
meminjam uang. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang akan 
menjelaskan secara menyeluruh dan sistematis mengenai perjanjian pinjam meminjam 
uang di koperasi simpan pinjam. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder 
dengan disertai penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perjanjian dapat terlaksana apabila Anggota Koperasi memenuhi 
syarat administrasi dan syarat hukum yang diberikan Koperasi, setelah terpenuhi maka 
Anggota mengisi formulir perjanjian, setelah terjadi kesepakatan dan penandatanganan 
perjanjian maka timbullah hak dan kewajiban bagi para pihak yang harus dilaksanakan. 
Tanggung jawab hukum muncul karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh salah satu 
pihak yang melakukan perjanjian. Kesalahan bisa didasarkan karena Wanprestasi atau 
karena Perbuatan Melawan Hukum. 
 




Savings and Loans Cooperative is one type of cooperative that has the main activity of 
providing storage and loan services to Cooperative Members. The purpose of this study 
was to find out the process of the loan lending agreement at the Bhina Usaha Savings and 
Loan Cooperative Branch of Ngawi Regency, applicable regulations, rights and obligations 
of both parties, and legal responsibility if one parties made a mistake in the loan. The 
approach method is a normative approach, which will examine the principles of law and 
legal rules of the existing regulations relating to money lending and borrowing agreements. 
The nature of the research used is descriptive research that will explain thoroughly and 
systematically about the agreement of lending and borrowing money in savings and loan 
cooperatives. The data source used is secondary data accompanied by field research to 
obtain primary data. The results of the study show that the agreement can be carried out if 
the Cooperative Member fulfills the administrative requirements and legal requirements 
provided by the Cooperative, after being fulfilled the Member fills out the agreement form, 
after an agreement and signing of the agreement arises the rights and obligations of the 
parties that must be implemented. Legal responsibility arises because of an error made by 
one of the parties who made the agreement. Errors can be based on Default or because of 
Unlawful Actions. 
 





Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian 
dirasa semakin meningkat. Disatu sisi terdapat masyarakat yang kelebihan dana namun 
tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan disisi lain terdapat kelompok 
masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha, namun terhambat oleh dana karena 
hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk 
mempertemukan keduanya diperlukan intermediary yang akan bertindak selaku kreditur 
yang akan menyediakan dana untuk debitur. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang.
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Koperasi sebagai salah satu badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dapat 
membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan tersebut melalui penyaluran 
pinjaman. Sebab koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada 
khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 1992  dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 
orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 
kekeluargaan.  
Untuk kegiatan penyaluran pinjaman dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam, hal ini 
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang menyatakan bahwa 
Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. 
Perjanjian Pinjam Meminjam diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH 
Perdata. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata menjelaskan bahwa pinjam-meminjam ialah 
perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah 
tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak 
yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan 
yang sama pula. 
Setelah pinjam meminjam uang tersebut disepakati oleh kedua pihak yaitu Pihak 
Koperasi yang bertindak sebagai kreditur dengan Anggota koperasi yang bertindak sebagai 
debitur, maka terjadilah perjanjian pinjam meminjam uang yang akan mengikat kedua 
belah pihak yang akan menimbulkan hubungan hukum yang kemudian akan melahirkan 
hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus dilaksanakan. Apabila salah satu 
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pihak tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dan melakukan kesalahan atas dasar 
wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maka pihak yang melakukan kesalahan 
tersebut mempunyai tanggung jawab hukum.  
Perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian kredit yang dilakukan antara para 
pihak pada umumnya dalam bentuk perjanjian baku. Menurut Sudikno mertokusumo, 
perjanjian baku itu sendiri adalah perjanjian yang isinya ditentukan secara a-priori oleh 
penguasa atau perorangan yang pada umumnya kedudukannya lebih kuat atau lebih unggul 
secara ekonomis atau secara psikologis dengan pihak lawannya.
2
 
Maka dalam hal perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam, 
perjanjian baku tersebut dibuat oleh pihak yang meminjamkan uang atau kreditur dalam 
hal ini adalah Koperasi Simpan Pinjam karena mempunyai kedudukan yang lebih kuat 
daripada pihak peminjam atau debitur yaitu Anggota Koperasi. Sehingga Anggota 
Koperasi selaku debitur hanya mempunyai dua pilihan yaitu menyetujui atau menolak 
perjanjian pinjam meminjam uang tersebut (take it or leave it). 
Sehingga apabila pihak peminjam atau Anggota Koperasi menyetujui perjanjian baku 
tersebut, berarti pihak peminjam secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut. 
Apabila pihak peminjam sudah menandatangani perjanjian tersebut, maka harus dianggap 




Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi : Pertama, Bagaimana proses 
pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha 
Cabang Widodaren Kabupaten Ngawi. Kedua, Bagaimana peraturan serta hak dan 
kewajiban bagi kedua belah pihak. Ketiga, Bagaimana tanggung jawab hukum apabila 
salah satu pihak melanggar atau melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan 
perbuatan melawan hukum. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian 
pinjam meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang Widodaren 
Ngawi, peraturan yang berlaku mengenai perjanjian pinjam meminjam uang, hak dan 
kewajiban bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, serta tanggung jawab 
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hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan karena wanprestasi dan perbuatan 
melawan hukum.  
Manfaat yang diharapkan meliputi : Pertama, Penelitian ini diharapkan mampu 
mengembangkan pengetahuan penulis dalam menyusun suatu penulisan hukum dan juga 
mengembangkan pengetahuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun 
nyata dalam lingkungan masyarakat. Kedua, Diharapkan berguna bagi masyarakat agar 
lebih memahami proses pelaksanaan dalam perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi 
Simpan Pinjam. Ketiga, Memberikan sumbangan pemikiran serta menambah referensi dan 




Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif 
yang akan meneliti asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum dari peraturan yang ada 
yang berkaitan dengan perjanjian pinjam meminjam uang. Jenis penelitian adalah 
penelitian deskriptif yang akan menjelaskan secara menyeluruh dan sistematis mengenai 
perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam. Sumber data meliputi data 
sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh 
langsung dari penelitian lapangan di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha. Metode yang 
digunakan dalam mengumpulkan data adalah Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan 
berupa wawancara. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu metode 
dengan menganalisis data sekunder yang dipadukan dengan data primer yang diperoleh 
langsung di lapangan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Proses Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Simpan 
Pinjam Bhina Usaha Cabang Widodaren Kabupaten Ngawi 
3.1.1 Proses sebelum terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang 
Calon Anggota harus memenuhi dan melengkapi syarat-syarat administrasi. Syarat 
administrati tersebut terutama adalah mengisi Buku Daftar Calon Anggota karena syarat 
utama dari pengajuan pinjaman uang adalah terlebih dahulu menjadi Anggota Koperasi. 
Anggota harus berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, dan maksimal 
berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat kredit berakhir.  
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Selanjutnya, Anggota mengisi Surat Permohonan Pinjaman yang formulirnya telah 
disediakan oleh pihak Koperasi. Dalam Surat tersebut, Anggota mengisi data berupa 
jumlah pengajuan permohonan pinjaman uang kepada koperasi, jangka waktu 
pengembalian pinjaman uangnya, jenis jaminan yang akan diserahkan, dan kepentingan 
pinjaman uang tersebut oleh Anggota koperasi.  
Agunan atau jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha dapat berupa Bukti 
Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Sertifikat Hak Milik Rumah. 
Setelah Anggota mengisi Surat Permohonan Pinjaman tersebut, kemudian pihak 
Koperasi akan melakukan analisis lebih lanjut mengenai Anggotanya dengan cara 
wawancara untuk menilai kemampuan Anggota apakah dapat mengembalikan atau 
melunasi pinjaman uang tepat pada waktunya sesuai dengan yang telah disepakati.  
Bentuk perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha 
adalah perjanjian baku. Dimana format, isi, dan klausula-klausulanya telah ditetapkan oleh 
pihak Koperasi. Walaupun perjanjian pinjam meminjam uang dibuat oleh pihak koperasi, 
tetapi tetap harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH 
Perdata. Hal itu agar supaya perjanjian pinjam meminjam uang tersebut sah dan 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yaitu : Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 
Cakap untuk membuat suatu perjanjian, Mengenai suatu hal tertentu, Suatu sebab yang 
halal 
3.1.2 Pada saat terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang 
Setelah syarat-syarat administrasi peminjaman uang dipenuhi oleh Anggota, Pihak 
Koperasi kemudian akan menyediakan akta perjanjian pinjam meminjam uang yang telah 
dibuat oleh Pihak Koperasi untuk terlebih dahulu dibaca oleh Anggota selaku debitur 
sebelum melakukan penandatanganan perjanjian.  
Apabila Anggota telah membaca dan memahami seluruh isi akta perjanjian pinjam 
meminjam uang tersebut dan menyetujui seluruhnya serta bersedia melakukan segala hal 
yang telah diatur dalam perjanjian tersebut, maka terjadilah penandatanganan perjanjian 
oleh Pihak Koperasi dan Anggota Koperasi. Maka sejak saat itulah Perjanjian Pinjam 
Meminjam Uang tersebut dapat dilaksanakan. 
3.1.3 Proses setelah terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang 
Setelah terjadi kesepakatan antara Pihak Koperasi dengan Anggota yang mengakibatkan 
terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang, maka sejak saat itu Pihak Koperasi 
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mempunyai hubungan hukum dengan Anggota yang kemudian menimbulkan hak dan 
kewajiban bagi masing-masing pihak secara timbali balik. 
Apabila Anggota telah melunasi pinjaman uang beserta bunga atau jasanya kepada 
pihak Koperasi, maka perjanjian pinjam meminjam uang antara Pihak Koperasi dan 
Anggota telah berakhir demi hukum, hal itu dibuktikan dengan bukti keterangan lunas dari 
Pihak Koperasi, dan jaminan yang diserahkan untuk menjamin pinjaman uang tersebut 
oleh pihak Koperasi dikembalikan kepada Anggota. 
3.2 Peraturan Serta Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam 
Meminjam Uang di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha 
Peraturan yang dijadikan dasar atau patokan oleh Koperasi Simpan Pinjam adalah Undang-
Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 
1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.  
Peraturan yang berlaku pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara pihak Koperasi 
dengan Anggota juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Selain itu, peraturan yang digunakan adalah klausula-klausula baku yang ketentuannya 
terdapat di akta Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Koperasi Bhina Usaha yang 
merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh Pihak Koperasi. 
Adapun hak dari Pihak Koperasi selaku kreditur antara lain : (1) Menerima 
pengembalian atau pelunasan pinjaman uang yang telah dipinjam oleh Anggota selaku 
debitur secara tepat waktu, (2) Berhak mendapatkan pembayaran angsuran pinjaman pokok 
dan bunga tepat waktu dan sesuai dengan yang diperjanjikan, (3) Berhak menerima surat 
kepemilikan atas barang yang dijaminkan dan mempunyai kuasa penuh atas barang 
jaminan tersebut untuk mengambil dan menjualnya apabila Anggota wanprestasi, (4) 
Berhak melakukan penagihan kepada Anggota apabila mengalami keterlambatan 
membayar angsuran dan sudah lewat tanggal toleransi dari tanggal jatuh tempo, (5) 
Apabila terjadi pelelangan barang jaminan dan hasilnya belum mencukupi, pihak Koperasi 
berhak meminta kekurangan pembayaran pinjaman uang tersebut kepada Anggota. 
Kemudian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pihak Koperasi adalah 
menyerahkan pinjaman uang sesuai dengan yang diperjanjikan kepada Anggota setelah 
penandatanganan perjanjian terjadi. 
Sedangkan hak dari Anggota Koperasi selaku debitur antara lain : (1) Berhak 
menerima pinjaman uang dari Pihak Koperasi, (2) Mendapatkan pelayanan yang sama 
dengan Anggota yang lain, (3) Mendapatkan kembali surat kepemilikan atas barang 
7 
 
jaminan yang diserahkan kepada Pihak Koperasi apabila Anggota telah melunasi segala 
kewajibannya, (4) Apabila terjadi keterlambatan pengangsuran, berhak memilih membayar 
denda keterlambatan pada bulan berikutnya atau pada saat pelunasan pinjaman uang. 
Untuk kewajiban yang harus dilaksanakan Anggota antara lain : (1) Wajib 
menyerahkan dokumen-dokumen secara benar sesuai dengan persyaratan pinjaman uang di 
Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha, (2) Mentaati segala peraturan pinjam uang yang 
terdapat dalam perjanjian maupun yang akan ditetapkan kemudian berdasarkan 
kesepakatan kedua belah pihak, (3) Melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu di 
kantor Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha, (4) Menyerahkan surat kepemilikan atas 
barang jaminan kepada Pihak Koperasi sesuai dengan yang diperjanjikan, (5) Memelihara 
dan menjaga barang jaminan dan apabila terjadi kerusakan maka menjadi tanggungan 
Anggota, (6) Tidak diperbolehkan menjual atau menggadaikan barang jaminan kepada 
pihak lain tanpa seijin tertulis dari pihak koperasi, (7) Apabila terjadi keterlambatan 
pembayaran angsuran, wajib membayar denda keterlambatan perbulan sebesar 2% dari sisa 
pokok pinjaman, (8) Anggota tetap wajib membayar denda dan bunga apabila pelunasan 
pinjaman uang melebihi jangka waktu yang telah disepakati (Tenor), (9) Wajib 
menyerahkan barang jaminan untuk di lelang apabila Anggota melakukan wanprestasi dan 
sudah mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, (10) Wajib membayar 
kekurangan apabila hasil pelelangan barang jaminan masih belum mencukupi, (11) Wajib 
menanggung segala beban pajak, premi asuransi, biaya administrasi dan ongkos-ongkos 
lainnya yang berhubungan dengan perjanjian ini bila ada. 
3.3 Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan dalam 
Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha 
Cabang Widodaren Kabupaten Ngawi 
3.3.1 Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan karena 
adanya wanprestasi 
Pihak Koperasi dapat dikatakan jarang melakukan wanprestasi dalam kegiatan peminjaman 
uang kepada Anggota. Karena pihak Koperasi khususnya Pengurus Koperasi yang 
mempunyai tugas untuk mengelola koperasi harus berpegang pada asas kehati-hatian 
dalam menjalankan wewenangnya. Namun, apabila Pengurus Koperasi melakukan 
wanprestasi, maka Anggota dapat meminta ganti rugi karena kerugian yang dideritanya 
melalui musyawarah kepada Pengurus Koperasi yang melakukan wanprestasi tersebut, 
penggantian rugi tersebut beradasarkan Pasal 1243 KUH Perdata. Namun apabila dalam 
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kurun waktu tertentu Pengurus Koperasi tetap tidak membayar ganti rugi kepada Anggota, 
maka Anggota dapat menyelesaikannya melalui jalur hukum yaitu dengan mengajukan 
gugatan wanprestasi kepada Pengadilan Negeri dengan Tergugatnya Pengurus Koperasi. 
Sedangkan untuk contoh konkrit kesalahan yang dilakukan oleh Anggota karena 
wanprestasi, yaitu adalah  apabila Anggota tidak membayar angsuran dan denda 
keterlambatan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan telah dilakukan penagihan di 
kediaman Anggota serta telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Pihak 
Koperasi yang berarti Anggota telah melakukan salah satu ciri-ciri dari wanprestasi yaitu 
tidak melakukan kewajiban sebagaimana diperjanjikan, maka Pihak Koperasi dapat 
meminta kepada Anggota untuk menyerahkan barang jaminan untuk dilelang. Apabila 
Anggota bersedia menyerahkan barang jaminan tersebut untuk dilelang maka 
pertanggungjawaban Anggota selesai karena Pihak Koperasi bisa menadapatkan pelunasan 
dari pelelangan barang jaminan tersebut.  
Namun, apabila Anggota tidak bersedia menyerahkan barang jaminan untuk dilelang 
Pihak Koperasi sehingga terjadi kredit macet yang dapat merugikan keuangan Koperasi. 
Maka, Pihak Koperasi dapat mengajukan gugatan atas perbuatan wanprestasi yang 
dilakukan Anggota kepada Pengadilan Negeri agar Pihak Koperasi tidak mengalami 
kerugian.  
3.3.2 Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan karena 
adanya perbuatan melawan hukum 
Contoh konkrit perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak Koperasi khususnya 
Pengurus Koperasi adalah, apabila salah satu Pengurus Koperasi mengalihkan BPKB atau 
Sertifikat Hak Milik Rumah tanpa persetujuan Pengurus lain maupun Anggota koperasi 
dengan alasan mengatasnamakan kepentingan Koperasi. Sehingga menimbulkan kerugian 
bagi Anggota yaitu tidak didapatkannya kembali surat kepemilikan atas barang jaminan 
tersebut padahal uang yang dipinjamnya telah dilunasi. Sehingga Pengurus Koperasi harus 
mengganti kerugian yang ditimbulkannya, hal ini berdarkan Pasal 1365 KUH Perdata 
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, 
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian 
tersebut”. 
Apabila Pengurus Koperasi yang melakukan pengalihan surat kepemilikan atas barang 
jaminan Anggota kepada pihak lain bersedia untuk mengganti kerugian kepada Anggota, 
maka pertanggungjawaban Pengurus Koperasi selesai, namun apabila Pengurus Koperasi 
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tidak bersedia mengganti kerugian kepada Anggota padahal sudah diperingatkan secara 
baik-baik oleh Anggota, maka Anggota dapat mengajukan gugatan atas perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan Pengurus Koperasi yang menimbulkan kerugian bagi 
dirinya kepada Pengadilan Negeri. 
Sedangkan untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Anggota koperasi 
contoh konkritnya adalah, Anggota yang memberikan dokumen-dokumen palsu kepada 
Pihak Koperasi pada saat persyaratan administrasi perjanjian pinjam meminjam uang, atau 
menjual serta menggadaikan barang jaminan kepada pihak ketiga sehingga menimbulkan 
kerugian bagi Pihak Koperasi.  
Kerugian yang diderita Pengurus Koperasi dari perbuatan Anggota tersebut adalah 
Pihak Koperasi yang merasa dirugikan karena pemalsuan yang dilakukan oleh Anggota, 
misalnya seharusnya pengajuan pinjaman tersebut tidak disetujui oleh Pihak Koperasi 
namun karena dokumen yang dipalsukan tersebut, Pihak Koperasi menyetujuinya. Dan 
juga Pihak Koperasi tidak dapat melakukan eksekusi terhadap barang jaminan untuk 
dilakukan lelang apabila Anggota melakukan wanprestasi, akibat barang jaminan tersebut 
telah digadaikan oleh Anggota kepada pihak ketiga. 
Maka Anggota harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya berupa mengembalikan 
pinjaman uang yang dipinjamnya pada saat Pihak Koperasi mengetahui bahwa dokumen 
Anggota adalah palsu atau melunasi seluruh kewajiban Anggota baik membayar pokok 
pinjaman, bunga maupun denda apabila ada dalam hal barang jaminan digadaikan, yang 
mengakibatkan Pihak Koperasi tidak dapat melakukan pelelangan barang jaminan, hal ini 
berdarkan Pasal 1365 KUH Perdata. 
Apabila Anggota yang melakukan perbuatan melawan hukum itu bersedia untuk 
mengganti kerugian kepada Pihak Koperasi, maka pertanggungjawaban Anggota tersebut 
selesai, namun apabila Anggota tidak bersedia mengganti kerugian kepada Pihak Koperasi 
padahal sudah diperingatkan secara baik-baik oleh Pihak Koperasi, maka Pihak Koperasi 
dapat mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Anggota yang 
mengakibatkan kerugian bagi dirinya kepada Pengadilan Negeri. 
 
4. PENUTUP 
Pertama, Proses perjanjian pinjam meminjam uang dibagi menjadi beberapa tahapan. 
Tahap pertama, proses sebelum terjadi perjanjian pinjam meminjam uang, yaitu Anggota 
harus melengkapi syarat-syarat administrasi yang diberikan oleh Pihak Koperasi serta 
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harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Tahap kedua, proses pada saat terjadinya 
perjanjian pinjam meminjam uang, yaitu Pihak Koperasi akan menyediakan akta perjanjian 
yang telah dibuat oleh Pihak Koperasi untuk terlebih dahulu dibaca oleh Anggota, apabila 
Anggota setuju maka terjadi penandatanganan perjanjian dan sejak saat itu perjanjian 
pinjam meminjam uang dapat dilaksanakan. Tahap ketiga, proses setelah terjadinya 
perjanjian pinjam meminjam uang, yaitu setelah terjadi kesepakatan antara Pihak Koperasi 
dengan Anggota maka timbul hubungan hukum antara kedua pihak yang kemudian 
melahirkan hak dan kewajiban secara timbal balik bagi masing-masing pihak. Apabila 
Anggota telah melunasi pinjaman uang kepada Pihak Koperasi maka perjanjian pinjam 
meminjam uang berakhir demi hukum dan jaminan dikembalikan kepada Anggota.  
Kedua, Peraturan yang dijadikan dasar atau patokan oleh Koperasi Simpan Pinjam 
adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh 
Koperasi. Peraturan yang berlaku pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara pihak 
Koperasi dengan Anggota juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain 
itu, peraturan yang digunakan adalah klausula-klausula baku yang ketentuannya terdapat di 
akta Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Koperasi Bhina Usaha yang merupakan perjanjian 
baku yang dibuat oleh Pihak Koperasi. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak 
mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi Pihak Koperasi dan Anggota secara 
timbal balik. Kewajiban utama Koperasi adalah menyediakan pinjaman uang untuk 
Anggota sesuai dengan perjanjian. Sedangkan kewajiban utama Anggota adalah melunasi 
pinjaman uang beserta bunga dan biaya-biaya lain apabila ada sesuai dengan jangka waktu 
yang ditentukan dalam perjanjian.  
Ketiga, Mengenai pertanggungjawaban hukum, apabila salah satu pihak melakukan 
kesalahan atas dasar wanprestasi maka harus mengganti kerugian sesuai dengan yang 
diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata mengenai wanprestasi, sedangkan apabila salah satu 
pihak melakukan kesalahan atas dasar perbuatan melawan hukum maka harus mengganti 
kerugian sesuai dengan yang diatur dalam Pasa; 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan 
melawan hukum. Jika pihak yang melakukan wanprestasi atau  perbuatan melawan hukum 
bersedia mengganti kerugian sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian, maka 
pertanggungjawabannya selesai. Namun sebaliknya, apabila pihak yang melakukan 
wanprestasi atau perbuatan melawan hukum tidak bersedia untuk mengganti kerugian dan 
tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka pihak yang mengalami kerugian dapat 
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mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum kepada 
Pengadilan Negeri. 
Diharapkan agar Pihak Koperasi selalu memberikan kemudahan kepada masyarakat 
untuk melakukan pinjaman uang di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha dan selalu 
memberikan informasi yang jelas kepada anggota maupun masyarakat umum agar 
masyarakat lebih memahami tentang kegiatan di koperasi simpan pinjam.  
Diharapkan Anggota mempunyai iktikad baik untuk mentaati peraturan dan ketentuan 
yang telah disepakati antara para pihak sampai pinjaman uang tersebut lunas, agar tidak 
terjadi kerugian yang dialami salah satu pihak dikemudian hari. 
Diharapkan untuk masyarakat umum agar lebih menggunakan jasa Koperasi Simpan 
Pinjam, karena koperasi selalu mengedepankan musyawarah dan syarat-syaratnya tidak 
begitu memberatkan seperti pada bank. Selain itu juga diharapkan agar masyarakat dalam 
melakukan perbuatan hukum khususnya mengajukan pinjaman uang lebih bijak dalam 
menilai diri sendiri apakah mampu untuk membayar angsuran atau tidak agar tidak 
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